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terhadap kesalahan dialaminya yang mengakibatkan kesalahan

terhadap pengobatan.

B. Saran

1. Menekankan agar penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan

menuntaskan kasus yang diakibatkan oleh Kesalahan Pengobatan.

2. Menekankan Dokter dan Apoteker, lebih berhati-hati dalam

memberikan resep atau obat.

3. Di sarankan kepeda peneliti berikutnya Agar lebih mendalami untuk

meneliti tentang penyelesaian kasus kesalahan pengobatan yang

dilakukan oleh dokter maupun apoteker.
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